SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH KESEHATAN
PENGOBATAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik, perlu
menyesuaikan tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Kesehatan
Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017  tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT
PELAYANAN TEKNIS DAERAH KESEHATAN PENGOBATAN
TRADISIONAL DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Meninjau Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam
ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum pada Unit Pelayanan Teknis
Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah dipungut sebelum
berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap sah sepanjang
mengenai obyek yang sama menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelayanan Teknis Jaminan
Kesehatan Masyarakat Bali Pada Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 84), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
epala-Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

%, 1
21010 199703 1 012




